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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah dilakukan dan telah

dibahas dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pendaftaran merek dagang depot air minum di kecamatan

bagan sinembah Kabupaten rokan hilir belum terlaksana secara optimal.

Hal ini disebabkan masih sedikitnya permohonan pendaftaran merek

dagang yang diajukan di Disperindag rokan hilir.. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek

2. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran

merek dagang depot air minum dikecamatan bagan sinembah Kabupaten

rokan hilir adalah : Pelaku Usaha tidak memahami secara jelas arti

pentingnya merek dan prosedur pendaftarannya dikecamatan bagan

sinembah kabupaten rokan hilir, Masih kurangnya sosialisasi dari Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek oleh Pemerintah kepada

masyarakat, khususnya pengusaha, Prosedur pendaftaran merek yang

berbelit dan memerlukan waktu yang lama, begitu pula pelaksanaan

pendaftaran merek di kecamatan bagan sinembah Kabupaten rokan

hilir, Biaya pendaftaran yang cuku besar, faktor inilah yang menjadi

pertimbangan pengusaha  depot air minum di Kecamatan bagan sinembah

Kabupaten rokan hilir untuk tidak mendaftarkan merek dagangnya karena

pendaftaran merek memerlukan biaya yang cukup besar.
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3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam

memberikanperlindungan hukum terhadap merek pada yaitu:

Memperkenalkan Hak Merek kepada masyarakat khususnya pelaku usaha

depot air minum dikecamatan bagan sinembah  Kabupaten rokan hilir,

Melakukan sosialisasi secara rutin kepada pelaku usaha depot air

minum di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir, Memberikan

kemudahan dalam melakukan pendaftaran merek dengan begitu pelaku

usaha bersemangat untuk mendaftarkan merek dagangnya, Biaya

pendaftaran merek hares berdasarkan undang-undang yang berlaku,

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.

M.02-H.01.10 Tahun 1993 Tentang Penetapan Biaya Merek, telah

ditentukan bahwa besarnya biaya permintaan pendaftaran merek dan

permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar yaitu yang terdapat

dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-HC.01.10 Tahun

1993 yaitu pendaftarannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

B. Saran

1. Agar pemerintah menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat

khususnya pelaku usaha depot air minum tentang arti penting dari suatu

merek yang dipasarkan. Agar terlaksananya Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek.Mempergunakan tehnologi informatika dalam

proses pendaftaran merek, sehingga masyarakat mudah mengetahui merek

apa saja yang sudah didaftarkan. Juga seperti tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2002, dalam pasal 20 tentang Pemerintah

khususnya pemerintah daerah berfungsi menumbuh kembangkan

motivasi, sumber daya dan juga ilmu pengetahuan dan tehnologi.
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2. Biaya pendaftaran merek yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 diperbaharui, agar pelaku usaha lebih berminat untuk

mendaftarkan mereknya.Mencari informasi tentang tata cara pendaftaran

suatu merek dan segera mendaftarkan mereknya, karena hukum positifnya,

yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan KUHP akan

memberikan perlindungan hukum bagi merek yang telah terdaftar.

3. Pelaku usaha depot air minum membuat badan usaha koperasikecil

maupun menengah untuk dapat membantu para pelaku usaha lain agar

dapat mengetahui prosedur pendaftaran merek dagangnya.Adanya inisiatif

dari pemerintah bahwa disetiap Propinsi dibentuk Pengadilan Niaga, untuk

memudahkan apabila terjadi sengketa pada merek dagang dan jasa.
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